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398. Transplantasi Organ Babi untuk Manusia 


S. Sebuah penelitian ilmiah berhasil dipertahankan dalam forum ujian 

disertasi doktor di Universitas Airlangga. Hasil penelitian itu adalah bahwa 

tulang rawan babi efektif untuk mengganti gigi manusia. Sementara hasil 
pengujian tim klinis RS. Dr. Sardjito Yogyakarta membuktikan bahwa katup 
jantung babi paling sesuai sebagai pengganti katup jantung manusia. 

Bagaimana hukum transplantasi organ babi (khinzir) untuk menggantikan 

organ sejenis/lainnya pada manusia? 

J.1. Transplantasi gigi dengan organ babi dan sejenisnya, hukumnya 
tidak boleh. Sebab masih banyak benda lain yang bisa digunakan 
sebagai pengganti dan karena belum sampai pada tingkat 
kebutuhan yang mendesak. 

2. Transplantasi dengan organ babi untuk menggantikan organ 
sejenisnya pada manusia, hukumnya tidak boleh, kecuali jika 
sangat diperlukan dan tidak ada organ lain yang seefektif organ babi 
tersebut. Maka hukumnya boleh menurut pendapat Imam Ramli, 
Imam Isnawi dan Imam Subki. Adapun menurut Imam Ibn Hajar, 
orang yang menerima transplantasi tersebut harus ma'shum. 


Pengertian TRANSPLANTASI 


Transplantasi berasal dari bahasa Inggris to transplant, yang berarti 
to move from one place to another, bergerak dari satu tempat ke tempat 
lain. Adapun pengertian menurut ahli ilmu kedokteran, transplantasi 
itu ialah pemindahan jaringan atau organ dari tempat satu ke tempat 
lain. Yang dimaksud jaringan di sini ialah kumpulan sel-sel (bagian 
terkecil dari individu) yang sama mempunyai fungsi tertentu. 

Yang dimaksud organ ialah kumpulan jaringan yang mempunyai 
fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai 
fungsi tertentu, seperti jantung, hati, dan lain-lain. 

Pembagian TRANSPLANTASI 

Melihat dari pengertian di atas, kita bisa membagi transplantasi 

itu pada dua bagian: 

1. Transplantasi jaringan seperti pencangkokan cornea mata. 

- 2. Transplantasi organ seperti pencangkokan ginjal, jantung, dan 
sebagainya. 

Melihat dari hubungan genetik antara donor (pemberi jaringan 
atau organ yang ditransplantasikan) dan resipien (orang yang menerima 
pindahan jaringan atau organ), ada 3 macam pencangkokan: 
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1. Auto transplantasi, yaitu transplantasi di mana donor resipiennya satu 
individu. Seperti seorang yang pipinya dioperasi, untuk memulihkan 
bentuk, diambilkan daging dari bagian badannya yang lain dalam 
badannya sendiri. 

2. Horro transpalantasi, yakni di mana transplantasi itu donor dan resipiennya 
individu yang samajenisnya, (jenis di sini bukan jenis kelamin, tetapi 
jenis manusia dengan manusia). 

Pada homo trasplantasi ini bisa terjadi donor dan resipiennya dua 

individu yang masih hidup, bisa juga terjadi antara donor yang 

telah meninggal dunia yang disebut cadaver donor, sedang resipien 
masih hidup. 

3. Hetero transplantasi ialah yang donor dan resipiennya dua individu 
yang berlainan jenisnya, seperti transplantasi yang donornya adalah 
hewan sedangkan resipiennya manusia. 

Pada auto transplantasi hampir selalu tidak pernah mendatangkan 
reaksi penolakan, sehingga jaringan atau organ yang ditransplantasikan 
hampir selalu dapat dipertahankan oleh resipien dalam jangka waktu 
yang cukup lama. Pada homo transpalantasi dikenal 3 kemungkinan: 

1. Apabila resipien dan donor adalah saudara kembar yang berasal dari 
satu telur, maka transplantasi hampir selalu tidak menyebabkan reaksi 
penolakan. Pada golongan ini hasil transpalantasinya serupa dengan 
hasil transpalantasi pada auto transplantasi. 

2. Apabila resipien dan donor adalah saudara kandung atau salah satunya 
adalah orang tuanya, maka reaksi penolakan pada golongan ini 
lebih besar dari pada golongan pertama, tetapi masih lebih kecil 
dari pada golongan ketiga. 

3. Apabila resipien dan donor adalah dua orang yang tidak ada 
hubungan saudara, maka kemungkinan besar transplantasi selalu 
menyebabkan reaksi penolakan. 

Pada waktu sekarang homo transpalantasi paling sering dikerjakan 
dalam klinik, terlebih-lebih dengan menggunakan cadaver donor, karena: 
1. Kebutuhan organ dengan mudah dapat dicukupi, karena donor 

tidak sulit dicari. 

2. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, terutama - 
dalam bidang immunologi, maka reaksi penolakan dapat ditekan 
seminimal mungkin. 

Pada hetero transplantasi hampir selalu menyebabkan timbulnya reaksi 
penolakan yang sangat hebat dan sukar sekali diatasi. Maka itu 
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penggunaannya masih terbatas pada binatang percobaan. Tetapi 
pernah diberitakan adanya percobaan mentransplantasikan kulit babi 
yang sudah diiyophilisasi untuk menutup luka bakar yang sangat luas 
pada manusia. 

Sekarang hampir semua organ telah dapat ditransplantasikan, 
sekalipun sebagian masih dalam taraf menggunakan binatang percobaan, 
kecuali otak, karena memang tehnisnya amat sulit. Namun demikian 
pernah diberitakan bahwa di Rusia sudah pernah dilakukan percobaan 
mentransplantasikan “kepala” pada binatang dengan hasil baik. 
Keterangan,dari Kitab: 

1. Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab! 


sa andra D5AG Da Gak nyala 


Ansobats Sasa Lao yes tan 2 433) 
setau (n£ Re ds ) sya ya 


B4 Je £ JA Jd! an) G1 Aa lam G5 2 me an PI PI 


38x 


BIA aa Na 2 3 TES Inah Jl IE Ie Ea KAN 
Adaa JA gaib) Shes Bb ia de 


Aa 2 JIN 933 sia 2 Esp B 2 BIAN HE Las sis MUG SKA LE, 

Ba bila seseorang menyambung tulangnya) dengan gayyid yang saya 
tambahkan, (sebab butuh) menyambungnya, (dengan najis) maksudnya 
tulang najis, (yang tidak layak) dijadikan penyambung (tulang selainnya), 
dan redaksi tersebut lebih tepat dari redaksi al-Nawawi: “Karena tidak 
adanya tulang suci.”, (maka ia dianggap udzur) dalam hal tersebut, oleh 
sebab itu shalatnya tetap sah besertaan tulang najis tersebut —di tubuhnya-. 

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: “Sebab butuh menyambungnya.”), 
seperti terdapat aib pada anggota tubuh atau semisalnya. salin menurut 
Syaikh Barmawi. Dan menjahit luka dengan benang najis .. 

(Ungkapan beliau: “Maksudnya tulang najis.”), makudy meski 
najis mughalazhah. Begitu menurut Syaikh Barmawi. 


1 Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Beirut: 
Dar al-Fikr, t th), Jilid I, h. 416-417. 
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(Ungkapan beliau: “Yang tidak layak dijadikan penyambung tulang 
selainnya.”), maksudnya sama sekali tidak layak di waktu hendak 
menyambungnya. Sehingga bila ada tulang lain yang layak, dan tulang 
najis ini lebih layak, atau lebih cepat lekatnya, maka tidak boleh menyambung 
dengan tulang najis tersebut. Berbeda dengan al-Subki yang menyatakan: 
“Dan bila seorang pakar berkata: “Sungguh daging manusia itu tidak 
bisa tertambal kecuali dengan tulang semacam anjing.”, maka kondisi 
tersebut dinilai kuat sebagai udzur (boleh menambal dengannya).” Al- 
“Allamah al-Khatib mengikuti pendapat itu dan al-'Allamah al-Zayyadi 
menetapkannya. Bila najis selain mughalazah bertentangan dengan najis 
mughalazah, maka cukup jelas diprioritaskan najis selain mughalazah 
meski sembuhnya agak lambat, dan najis mughalazah sembuhnya cepat. 
2. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaf? 

AAN CAME AAA 3) Je Jl SE JLN (BE J2 J3) 
Fani WS (AAS) Oni kn ata V5 Jl J5 25 31 Jung) 
YA ab YA Haa YSS Sl ge Jai JB 3 al AA B2 
PE Hn Ia Ob Si (SB) 338 AT GEN SES EK 
3 (3) AE (oa Ie P3 GA IRI 

(Vas ye HI) ar 

(Dan bila seseorang menyambung tulangnya) karena pecah misalnya, 
dan butuh disambung, (dengan najis karena tidak ada tulang suci) yang 
layak) dijadikan penyambung, atau ada namun seorang pakar berkata: 
“Sungguh tulang suci tersebut tidak berguna.”, dan ia menyambungnya 
dengan tulang najis, (maka ia dianggap udzur) dalam hal tersebut, oleh 
sebab itu shalatnya tetap sah besertaan tulang najis tersebut -di tubuhnya-, 
karena kondisi darurat. ... Dan bila seorang pakar berkata: “Sungguh daging 
manusia itu tidak bisa tertambal kecuali dengan tulang semacam anjing.”, 
maka kondisi itu dinilai kuat sebagai udzur -boleh menambal dengannya- 

seperti hemat al-Isnawi, ... (dan bila tidak begitu), maksudnya bila ia 
” menyambungnya dengan tulang najis dalam kondisi terdapat tulang 
suci, atau tidak butuh menyabungnya, maka penyambungan itu haram 
karena keteledorannya, dan (wajib) baginya (mencopot tulang najis itu), 
dan ia dipaksa mencopotnya (bila tidak khawatir bahaya yang nyata). 


| 


2 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, 
(Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid I, h. 190-191. : 
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— 3. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj? 
AE Ip Ha Ga (01) 3 pin Ska aka 32 Jos 35) 
A3 (933213 31) GIA WLAN (al il) Aas 3 Jl, Jan 3 33 JIYL GS Jia, 


. 
/ 33 oz 


Job s pUall Lo Jeans Liat 
Tp EN ed Wa K3 ae Ia AE 


(Dan bila seseorang menyambung tulangnya), maksudnya ketika 
butuh menyambungnya karena pecah dan semisalnya, (dengan najis), 
maksudnya tulang najis, meski najis mughalazah. Dan sama dengan hal 
tersebut, bahkan lebih, adalah meminyaki dengan minyak najis mughalazkah, 
atau mengikat dengan ikat najis mughalazah, (karena tidak ada tulang 
suci), yang layak dijadikan penyambung, (maka ia dianggap uzdur) dalam 
penyambungan dengan tulang najis tersebut. Maka shalatnya sah beserta 
tulang najis itu karena kondisi darurat. Dan ia tidak wajib mencopotnya 
ketika menemukan tulang suci, seperti dalam kitab al-Raudhah. Maksudnya 
meski tidak khawatir bahaya, berbeda dengan sebagian ulama mutaakhkhirin. 


6. Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad” 
SN Ia Ia js Ubin ITU Fs Sal JG 
Sa Ata GA 16 183 JAS ALAN Gasa Y Je Sapa FILA 
aa NI aa Yi Pada JOB A3, 2G ab TEA SS AU 
Pa Peda PENNYA GEYa Ne 


Al-Halabi berkata: “Dan masih menyisakan kasus, andaikan tidak 
ditemukan tulang penambal yang layak selain tulang manusia. Maka 
mungkin saja boleh menambal pasien dengan tulang manusia yang telah 
mati. Seperti halnya diperbolehkan memakan bangkai bagi seseorang 
dalam kondisi darurat, meskipun dia hanya khawatir atas udzur yang 
memperbolehkan tayamum saja. Dan kasus (menambal dengan tulang 
manusia) tersebut terkadang dibedakan (dengan kasus memakan bangkai 
dalam kondisi darurat), sebab tulang yang digunakan menambal masih 
wujud, maka penghinaan terhadap mayit (yang diambil tulangnya) terus 


3 Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, (Mesir: 
Musthafa al-Halabi, 1967), Jilid II, h. 21. 

4 Husain al-Rasyidi, Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jaumd, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub 
al-'Arabiyah, t. th), h. 26-27. 
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terjadi. Dan al-Madabighi dalam catatannya atas karya al-Khatib, mantap 
atas diperbolehkannya menambal dengan tulang mayit, redaksinya yaitu: 
“Bila tidak ada yang layak kecuali tulang manusia, maka tulang kafir harbi 
seperti orang murtad harus didahulukan, kemudian tulang kafir dzimmi, 
dan baru tulang mayit muslim. 
4. Referensi Lain 

a. Tuhfah al-Muhtaj, Juz III, h. 125. 

b. Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib, Juz I, h. 172. 

c. Hasyiyah Julyubi wa “Umairah, Juz I h. 182. 


399. Kontrasepsi dengan Vaksin yang Bahan 
Mentahnya Sperma Lelaki 


S. Sebuah rekayasa laboratoris telah mampu menghasilkan vaksin yang bahan 
mentahnya adalah sperma laki-laki. Vaksin tersebut dimanfaatkan untuk proses 
pengebalan (imunisasi), agar wanita yang telah memperoleh iya vaksin tersebut 
diharapkan tidak hamil. 

Dalam rangka menyukseskan program KB, bolehkah melakukan kontrasepsi 
(menghambat kehamilan) dengan menggunakan cara tersebut? 

J. Melakukan kontrasepsi (menghambat kehamilan) dengan cara imunisasi 
menggunakan injeksi vaksin yang bahan mentahnya sperma laki- 
laki adalah boleh, karena sifat istigdzar (menjijikkan) sudah luntur 
dan sudah hilang. 

Catatan: Tidak boleh mengeluarkan air sperma dengan cara yang 
tidak muhtaram. 

Keterangan, dari kitab: 

1. pisa al-Bajuri 'ala Fath al-Jaribs 


2 sa GA IN SA Man Ubin) NE Pi Jah SBI Id: 53) 
“- 2 AR JH NE 03 A5 633k LS GI BEN ga 


Alah Ip FA NE AJE, 

(Ungkapan Syaikh Ibn Oasim al-Ghazi: "Dan bukan karena 
menjijikkannya.”), maksudnya keharaman mengkonsumsinya bukanlah 
karena menjijikkannya. Ketentuan ini untuk mengecualikan mani dan 
semisalnya, yaitu ingus dan ludah seperti yang akan disebutkannya. 


5 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Garib, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), 
Jilid I, h. 103. 
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Sebab, meski air mani haram dikonsumsi, namun karena menjijikkannya. 
Maka air mani tidak najis, dan keharaman mengkonsumsinya itu bila 
keluar dari tempat keluarnya. 


2. Tuhfah al-Thullab dan Hasyiyah al-Syargawis 
GE Giaa 3) TUK AS 3 (laa G5 Sb Ga) SESI 4E (38 65) 
AA (BS FI) - An ds AGE (A33 ca 
(IIS) GAS satis 
LAGA 3S NN JAN JEANI K3 505 (G CA naas 5:3) 


(Dan bila) minuman yang tidak memabukkan itu (suci, maka bila 
membahayakan) pada orang yang mengkonsumsinya seperti racun, (atau 
secara umum menjijikkan seperti ingus, maka haram) mengkonsumsinya 
karena bahaya dan menjijikkannya ... (Bila hal itu tidak ada), maksudnya 
unsur yang membuatnya haram, (maka halal). 

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: “Unsur yang membuatnya 
haram.”), yaitu ada 4, yaitu memabukkan, menjijikkan, membahayakan 
dan najis. 

4. Referensi Lain 
a. Al-Syargawi, Juz II, h. 332. 
b. Al-Majmu', Juz II, h. 556. 
c. Hasyiyah al-Syarwani 'ala al-Tuhfah, Juz VIII, h. 241. 


400. Menitipkan Sperma Suami dan Indung Telur ke 
Rahim Perempuan Lain 


S. Pasangan Suami istri yang cukup subur dan sehat menghendaki seorang 
anak. Namun ternyata kondisi rahim sang istri tidak cukup siap untuk mengandung 
seorang bayi. Tetapi dengan kemajuan teknologi modern, keinginan pasangan 
tersebut dapat diwujudkan dengan cara menitipkan sperma suami dan indung 
telur istri ke rahim perempuan lain dengan akad sewa. 


a. Bagaimana hukum menyewakan rahim untuk kepentingan tersebut diatas? 
b. Kepada siapa nisbah anak tersebut dalam hal nasab, kewalian, hukum waris 
dan hadhanah? 


6 Zakarita al-Anshari dan Abdullah al-Syargawi, Tuhfah al-Thullab dan Hasyiyah al- 
Syargawi, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t. th), Juz II, h. 451. 
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J. a. Tidak sah dan haram. 

b.1. Dalam hal nasab, kewalian, waris dan hadhanah tidak bisa 
dinisbatkan kepada pemilik sperma menurut Imam Ibn Hajar, 
karena masuknya tidak muhtaram. 

2. Yang menjadi ibu secara syar'i adalah: 

21. Apabila sperma dan indung telur yang ditanam itu tidak 
memungkinkan camp" dengan indung telur pemilik rahim, 
maka yang menjadi it 1 anak tersebut adalah pemilik indung 
telur. 

2.2. Jika dimungkinkan adanya percampuran indung telur dari 
pemilik rahim, maka ibu anak itu adalah pemilik rahim 
(yang melahirkan). 

Keterangan, dari kitab: 
1. ana al-Jur'an al- 'Azhim' 


pa ga Kn EK PE EL ag 
NG sena BB Ou Kana 


2 jg I 53 15 etrta kala 

Dan Abu Bakr bin Abi al-Dunya berkata: “Ammar bin Nashr bercerita 
kepadaku: “Bagayyah bercerita kepadaku, dari Abu Bakr bin Abi Maryam, 
dari al-Haitsam bin Malik al-Tha'i dari Nabi Saw., beliau bersabda: “Tidak 
ada dosa yang lebih besar setelah syirik dibandingkan seseorang yang menaruh 
spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya.” | 
2. AS 2 aya, wa Falsafatuh' 

KENA GE SN pi Au jab 38 yA EA 13 3 G3 

Dan diriwayatkan dari Rasulullah Saw.: “Barangsiapa yang beriman 
pada Allah Swt. dan hari kiamat, maka janga! ' sekali-kali mengalirkan spermanya 
(berzina) di tanaman (istri) saudaranya.” (Kh R.IbnSyaibah) 
3. Hasyiyah “Ali Sibramallisi 'ala Nihayah al-Muhtaj 


rb OT 353 


SA Linn ae db edan Ba 381913) 
bak otat ian pansus 


7 Ibn Katsir, Tafsir al-Jur'an al-'Azhim, (Beirut: Dar al-Fikr, t th.) Jilid III, h. 327. 

8 Ali Ahmad alJurjawi, Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh, (Beirut Dar al-Fikr, 1998), Juz II, h. 25. 

? Ali Syibramall si, Hasyiyah 'Ali Sibramallisi pada Nihayah al-Muhtaj, (Beirut: Dar al- 
Fikr, t. th.), h. 431. 
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Pa at 2 TN 
SES Jep ALA Inai 
Wi nh 
(Pernyataan Syaikh Syamsuddin al-Ramli: “Begitu pula bila seorang 
lelaki mengusap penisnya.”) memberi pemahaman bahwa bila seorang 
wanita melahirkan segumpal daging atau darah, lalu oleh wanita merdeka 
atau warita budak lain dimasukkan ke rahimnya, lalu berkembang hidup 
dan terus hidup sehingga ia melahirkannya berupa bayi, maka bayi itu 
tidak menjadi anak bagi wanita kedua itu, dan si wanita budak tidak 
menjadi mustauladah lelaki yang menyetubuhi, bila wanita yang disetubuhi 
adalah seorang budak. Sebab bayi itu tidak berasal dari mani si lelaki 
yang menyetubuhi dan mani si wanita budak, namun dari si lelaki yang 
menyetubuhi dan perempuan yang disetubuhi -wanita pertama-. Maka 
ja adalah anak mereka berdua. 
4. Hasyiyah al-Ubbadi 


NI ag BUS MEN SP AI Tole BN US (dist 453) 


- 


- 


S3 Sa JB sa spa 


. 
& 


aa KA JEIAN JENIS JSI AA bah JO 
15 Ba aa au Aa Ea 2 


(Pernyataan Ibn Hajar al-Haitami: “Dan waktu memasukkan mani.”) 
berbeda dengan kitab Nihayah al-Muhtaj, redaksinya yaitu: “Dan waktu 
memasukkan mani itu tidak berdampak apapun, seperti yang fatwa al- 
Walid -Syihabuddin al-Ramli-, meski al-Mawardi mengutip pendapat 
Ashhab Syafi'i tentang pertimbangan waktu keluar dan masuknya mani. 
Sebab mereka terang-terangan berkata: “Bila seorang laki-laki bercebok 
dengan batu, lalu keluar mani. Lalu oleh seorang perempuan lain yang 
mengetahui peristiwa tersebut mani itu dimasukkan dalam rahimnya, 
atau si lelaki itu mengeluarkan mani di rahim istrinya, kemudian si 
istri melakukan lesbi (hubungan seksual sesama jenis), umpamanya 
dengan anak perempuan si lelaki itu, kemudian si anak perempuan 
itu melahirkan bayi, maka nasab bayi itu ditemukan pada si lelaki itu. 

5. Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib 
10 Ahmad bin Oasim al-“Ubbadi, Hawasayi al-Ulbbadi pada Hawasyai al-Syarwani wa al- 
“Ubbadi, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid DX, h. 328. 


1 Sulaiman bin Muhammad al-Bujairamai, Hasyiyah Sulaiman al-Bujairami " ala al-Khatib, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid IV, h. 298. 
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KE SS Il BER IE B5 any da #IL GA Sl ee 
IBAN JS 


Al-hasil, maksud sperma muhtaram (terhomat) adalah saat keluarnya 
saja, menurut yang dipedomani al-Ramli, meskipun tidak muhtaram saat 
masuk (ke vagina wanita lain). | 
6. Referensi Lain 

a. Faidh al-Gadir Syarh al-Jami' al-Shaghir, Juz VI h. 211. 

b. Yanatuth Thalibin, Juz IV, h. 38. 

Hasyiyah al-Syarwani, Juz VIII, h. 231. 

Al-Bajuri, Juz II, h. 26, 181dan 172. 

Al-Bujairimi 'alal Khatib, Juz IV, h. 38. 

Bughyatul Mustarsyidin, Juz, h. 238. 

. Tuhfatul Muhtaj, Juz VII, h. 299 dan 303. 
Asnal Mathalib, Juz VII, h. 389. 
Nihayatul Muhtaj, Juz VIII, h. 421. 
Fathul Wahhab, Juz I, h. 247. 
Al-Bujairimi 'alal Manhaj, Juz IV, h. 178. 
Al-Muhadzazahb, Juz I, h. 49. 

. Tafsir al-Razi, Juz X, h. 28. 
al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz VII, h. 681. 


SILUET IR MAPAN 


401. Melontar Jumrah pada Hari Tasyrig Sebelum 
Tergelincir Matahari 


S. Salah satu sebab dari tragedi “jamarat" di Mina beberapa waktu lalu karena 
adanya asurnsi di kalangan masyarakat umum bahwa melontar jumrah harus 
dilakukan setelah zawalusy syamsi. Sementara itu, jumlah hujjaj yang bertambah 
terus tiap tahun tidak dapat diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang 
cukup. Tragedi jamarat terjadi, karena semua orang hendak melontar jumrah 
setelah zawal, sementara tempat melontar jumrah tidak cukup luas untuk 
menampung jumlah hujjaj yang begitu besar, sehingga terjadilah desak- 
desakan. Bagaimana hukum melontar jumrah Oabl al-zawal? 


J. Hukum melontar jumrah gabl al-zawal terhitung sejak terbit fajar adalah 
diperbolehkan menurut Imam Rafi'i yang didukung oleh Imam Isnawi. 
Oaul tersebut dinilai dha'if, namun boleh diamalkan. 


Keterangan, dari kitab: 
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1. Tuhfah al-Muhtaji2 
NN La Pn PPaP Bni net Bol NP UB TS, 2 LSI 
He 3 BAN AE Op R2 UNS JG TS ae Sal 213 
PAN Ge GEN IE Gan 


Kemantapan al-Rafi'i dengan kebolehan melempar jumrah gabl al-zawal 
(sebelum matahari condong ke barat) seperti al-Imam al-Haramain itu 
pendapat dha'if (lemah), meski dipedomani oleh al-Isnawi dan ia kira 
pendapat itu adalah pendapat populer dalam mazhab. Maka berdasar 
pendapat dha'if tersebut, semestinya boleh melempar jumrah mulai fajar. 


2. Syarh Bafadhal!3 
BILA GS Ag (363 IRI AS JGN IS rei 5 et J5 
Dan menurut satu pendapat, sah melempar jumrah gabl al-zawal bagi 
orang hadhir (yang tinggal di makkah) besertaan hukum makruh. Al- 
Rafi'i mantap dengan pendapat itu dan ia nilai. mu' tamad. 
3. Fath al-Mujib fi Syarh Mukhtashar al-Khatib4 
332, 43 2, 3G . 05 ss Tn AA 0g «tot .. 358 23, 
dls A23 Jaman A0 Gara) bl 3 SS PEN II aan K3) JA 
0 05 5 0, 203 Sea Mn gn oi NA Br, PN Na NA . .. 
Ser 261 33 Ga Ol G3 ora RA A3 Aa VI AYI GUS ana 
85 3. Ah 9 TN PPL, Hi 2 5t Tet 
0222 3 Sapa SA JG J3 
Waktu melempar jumrah 'agabah itu dimulai tengah malam hari 
kurban, berbeda dengan melempar jumrah pada hari tasyrig (11, 12, 13 
Dzu al-Hijjah), maka waktu masuknya dengan matahari condong ke 
barat dengan kesepakatan Imam mazhab empat. Imam al-Haramain 
dan al-Rafi'i memperbolehkan pelemparan jumrah hari tasyrig pada gabl 
al-zawal (sebelum matahari condong ke barat), dan al-Isnawi menilainya 
mu' tamad. Pendapat itu adalah pendapat dha'if. 


4. Yanah al-Thalibin!5 
Al Ian Gara 125 Ga pa JUS IS B5 al Ya Ba Ag 


12 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hawasyai al-Syirwani wa al-Ubbadi, (Mesir: 
al-Tijariyah al-Kubra, t. th), Jilid IV, h. 138. 

13 Bafadhal, Syarh Bafadhal pada Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: Al-Amirah al-Syarafiyah, 
1326 H), Jilid IV, h. 831. 

14 Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, Fath al-Mujib fi Syarh Mukhtashar al-Khatib 
pada “Umdah al-Abrar, (Makah : Musthafa al-Amirah, t th.), h. 22. 

15 Muhammad bin Syaththa al-Dimyati, Panah al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, 
t. th) Juz II, h. 307. 
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AN IS II Iis ba Ia 

Dan pendapat mu'tamad adalah boleh melempar jumrah (hari tasyrig 

yang belum dilempar pada waktunya) di malam harinya pula, dan boleh 

melemparnya gabl al-zawal. Bahkan, al- Rafi'i mantap dengannya dan al- 

Isnawi mengikutinya. Al-Isnawi berkata: “Pendapat yang populer adalah 

boleh melempar jumrah masing-masing hari gabl al-zawal, maka waktu 
melempar jumrah masuk dengan terbitnya fajar. 


5. Bughyah al-Mustarsyidin!$ 
K3 IL ak Jl EN JG I ea NA sasa 586) 
JS ON SIN AN Mn 03 A3 ea Te A3 UN We ia Ia AE 
OA MK Bia 5 BN ed gp 
(Faidah) Dalam al-Fatawa al-Fighiyah al-Kubra Ibn Hajar al-Haitami 
berkata: “Bagi orang yang bisa membaca suatu kitab dan tidak punya 
keahlian berfatwa maka tidak boleh berfatwa, kecuali dalam hal yang 
diketahui dari madzhabnya dengan pengetahuan yang mantap, seperti 
kewajiban niat dalam wudhu dan batalnya wudhu sebab menyentuh 
penis. Memang begitu, namun bila ia mengutip untuk orang awam suatu 
hukum dari seorang mufti lain atau dari kitab terpercaya, maka boleh, 
namun ia sebagai pengutip (saja), bukan mufti. 
5. Syarh al-Mahalli 'ala Jam' al-Jawami 


(C3) aa, &A BEE 35 23 35) ASI Ja) 3,£ (453) 
AE EN GB an A3 li prah JOb Ml IM ah 


(Dan yang keempat dari pendapat tentang berfatwa) adalah bagi mugallid 
-bukan mujtahid- boleh berfatwa, (meski ia tidak mampu) mampu mentafri'- 
menggali hukum dari nash imam madzhabnya- dan mentarjih -menilai unggul 
suatu pendapat dari selainnya-, (sebab ia merupakan pengutip), hukum yang 
difatwakan dari imamnya, meski ia tidak menjelaskan pengutipannya 
dari imam tersebut. Hal seperti ini terjadi di masa-masa belakangan ini. 


6. Al-Fawaid al-Makkiyah? 


16 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al- 
Haramain, t. th), h. 7. 

17 Al-Mahalli, Syarh al-Mahalli 'ala Jam' al-Jawami' pada Hasyiyah al-'Aththar, (Beirut: 
Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), Juz II h. 438. 

18 Alawi al-Sagaf, al-Fawaid al-Makkiyah pada Sab'ah Kutub Mufidah, h. 44 dan 61. 
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Tea Jin YAI 53 se SA SN sa Ja ia 5 


Demikian halnya boleh mengambil dan Manda ink diri sendiri 
gaul-gaul, riwayat-riwayat dan wajh-wajh dha'if, kecuali dengan mugabil al- 
Shahih. Sebab, pada umumnya dalam mugabil al-shahih itu adalah pendapat 
yang fasid (rusak) dalam merupakan pendapat yang rusak atau tidak benar. 
Dan boleh berfatwa dengan mugabil al-shahih dalam Pee memberi 
petunjuk. 

7. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari?? 


ENesipeka en 25515 WA JSI IS ES 05 H5 Aap 3 
3 JO ba UEA IS SEE IA ISA es 
Dan dalam kesunnahan melempar jurnrah hari nahr (10 Dzu al-Hijjah) 
setelah zawal, Atha' dan Thawus tidak sepakat. Mereka berdua berkata: 
“Tidak boleh melempar jumrah sebelum zawal secara mutlak. Ulama 
madzhab Hanafiyah memberikan dispensasi boleh melempar jumrah 
pada hari nafr (12 dan 13 Dzul al-Hijjah) sebelum zawal. Dan Ishag berkata: 
“Jika seseorang melempar jumrah sebelum al-zawal, ia harus mengulangi 
kembali, kecuali pada hari ke tiga, maka akan mencukupinya (sah).” 
8. Referensi Lain 
a. Itsmid al-'Ainain, h. 69. 
Al-Tsimar al-Yani'ah, h. 72. 
Al-Hawasyi al-Madaniyah, Juz Il, h. 260. 
Syarh Muslim, Juz V, h. 678. 
Al-Majmu', Juz VIII, h. 282. 
f-. Tarsyih al-Mustafidin, h. 172. 


PMN 


REKOMENDASI UNTUK PBNU 

Berkenaan dengan keputusan Dar al-Ifta li Hatat Kibar al-Ulama Kerajaan 
Arab Saudi perihal waktu pelaksanaan lempar jumrah. Demi untuk 
menjaga keselamatan (perlindungan jiwa) jamaah haji Indonesia, 
hendaknya PBNU mengupayakan agar pemerintah Arab Saudi 
memperbolehkan dan memberi kesempatan kepada jamaah haji Indonesia 
untuk melempar jumrah sebelum zawal (tergelincir) matahari. 
Hal ini mengingat: 


19 Ibn Hajar al-Asgalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari , (Beirut: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah, 1989), Juz I, h. 576. 
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1. Fatwa ulama figh mazhab Syafi'i (Ibn Hajar al-Haitami dan lain- 
lain) yang memperkenankan pelaksanaan jumrah sebelum zawal. 

2. Para petugas Arab Saudi sering kali mendatangi para jamaah di 
maktabnya masing-masing untuk melarang pelaksanaan lempar 
jumrah sebelum zawal. 


402. Intervensi Pemerintah dengan Menentukan UMR 


5. Seiring dengan meningkatnya proses industrialisasi di negara kita, akhir- 
akhir ini muncul banyak sekali masalah perburuhan seperti pemogokan, PHK, 
demonstrasi buruh memprotes masalah itu biasanya muncul dikarenakan 
sistem upah di negara kita belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan minimum 
para buruh. Sebab lain, adalah karena para pemilik pabrik tidak menerapkan 
UMR (Upah Minimum Regional) yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara 
benar, sehingga muncul konflik antara buruh dan pengusaha. Sementara itu 
konsep figh mengenai perburuhan belum begitu jelas, bahkan parsial. 


a. Bagaimana konsep figh mengenai hubungan perburuhan, khususnya mengenai 
pengupahan? 
b. Tepatkah Pemerintah melakukan intervensi dengan menentukan UMR (Upah 
Minimum Regional) tersebut? 
c. Bila terjadi gejolak, maka diadakan islah di antara kedua belah pihak, sedangkan 
pemerintah yang menjadi hakimnya dengan syarat-syarat yang telah ada? 
J. a. Konsep figh mengenai upah buruh ada dua macam, yaitu: 
1. Ujrah Musamma yang ditentukan oleh kesepakatan kedua belah 
pihak (majikan dan buruh). 
2. Ujrah Mitsl yang disesuaikan dengan upah standart umum. 
b. Pemerintah dalam menentukan UMR adalah: 
1. Menurut Jumhur tidak boleh. 
2. Menurut pendapat yang dha'if boleh, dan wajib diikuti apabila 
ada maslahah 'ammah. 2 
c. Bila terjadi gejolak, maka diadakan islah antara kedua belah pihak. 
Sedangkan pemerintah yang menjadi hakim dengan syarat-syarat 
yang telah ada. 
Keterangan, dari kitab: 
1. Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai 2 


20 Mahmud bin Ahmad al-Kasani, Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syarai', (Beirut: Dar al- 
Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Jilid IV, h. 179. 
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ppap hias Fa SN aa 
yan SY be buy, (is gp GA PEN) ja 
TE 10 oa ur Ge ing, an JENT JIIL Jadi BE 
Nai sa ja BI LAI yet sira nie 
LN IE na at SY Ab Ji JAKET da ai 3G Aa Ia Ha 


tra. 
7 - 


HE 2 , 9 gong 


Adapun syarat keabsahan, maka keabsahan akad ijarah (persewaan) 
ini mempunyai beberapa syarat, sebagiannya terkait dengan pelaku akad. 
... Adapun syarat yang terkait dengan pelaku akad adalah kerelaan kedua 
pelaku akad, karena firman Allah SWT: “Wahai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling rela di antara kamu.” (OS. 
al-Nisa': 29). Ijarah adalah tijarah. Sebab tijarah adalah menukar harta dengan 
harta lain, dan ijarah demikian itu. Oleh karenanya, budak yang diizini 
berbisnis boleh melakukan akad ijarah, padahal ia tidak boleh melakukan 
akad melainkan dengan cara tijarah. Maka bisa disimpulkan bahwa ijarah 
adalah tijarah. Maka tijarah masuk dalam cakupan nash al-Our'an. Dan 
Nabi Saw. bersabda: “Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan 
hatinya.” Maka akad ijarah tidak sah besertaan dengan paksaan, gurauan, 
dan kesalahan (ketidak sengajaan). Sebab, hal-hal tersebut menafikan 
kerelaan pelaku akad, maka mencegah keabsahan ijarah. 


2. Fath al-'Alam bi Syarh al-A'lam bi Ahadits al-Ahkam 2 

JAS ALS BEAN Ja ie BEBAN Td AAN SE as 3 

dada ISI ASEAN Ia Ja Sal TN 3) Ed S5 

Kebann RE3 IS 153) Jika Sad 3 ea PAN Sania ii s3 

Seal A3 33 SA SE 33 33 PI LE k35 (Ol dah SI 

II 0 33 5 LA 1 AN AAN sah ol sia 3 GA 
bani JA Ge ai Jagat 5 


21 Zakaria al-Anshari, Fath al-'Alam bi Syarh al-A'lam bi Ahadits al-Ahkam, h. 432. 
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Diriwayatkan dari Anas Ra., pada masa Rasulullah Saw. di kota Madinah 
al-Musyarrafah pernah terjadi kenaikan harga-harga barang: “Maka 
tetapkanlah standar harga barang bagi kami wahai Rasulullah Saw.! 
Lalu beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah Swt. adalah Dzat Yang Maha 
Menetapkan harga, Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang 
Maha Memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah Swt. tanpa 
seorangpun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kezaliman yang 
terkait darah (jiwa) dan harta.” (HR. Abu Dawud dan selainnya, al-Tirmidzi 
dan Ibn Hibban menshahihkannya). 

Dalam hadits itu terdapat pengharaman penetapan harga, meski saat 
kondisi harga-harga sedang naik. “Illat dalam hadits tersebut adalah 
merugikan pedagang bila harga ditetapkan murah, dan merugikan pembeli 
bila harga ditetapkan tidak murah. Sedangkan penyebutan (kezaliman) 
darah dan harta merupakan contoh, maka selain keduanya itu sama (Nabi 
Saw. juga mengharap selamat dari tuntutan kezaliman yang terkait dengan 
selain darah dan harta). 
si en Syarh Bidayah al-Mubtadi”?2 


E S3 jas Y 2S, Su le Aa) AN GE ah SOE ca Kg 

:f PUN « F3 596 223 A a36 SI SS SI S3 Ia Aa pa At 
Ea EA KAA 15 » IE YA 3 

Penguasa tidak berhak menetapkan harga bagi masyarakat sesuai Ta 
Rasulullah Saw.: “Janganlah kalian menetapkan harga, sesungguhnya hanya 
Allah Swt. Dzat Yang Maha Menetapkan harga, Dzat Yang Maha Memegang 
dan Maha Melepas.” Selain itu, karena harga suatu barang itu adalah hak 
pihak yang bertransaksi, maka ketentuan harga diserahkan kepadanya. 
Maka penguasa tidak boleh mencampuri haknya, kecuali bila terkait dengan 
keadaan bahaya bagi masyarakat umum, sesuai apa yang kami jelaskan. 
4. Al-Mughni3 


Ing OKE LI BG SE as Ir sa A3 3 la Aa 
Dan bagi penguasa tidak boleh menentukan harga bagi masyarakat. 
Namun (membiarkan) masyarakat memperjualbelikan harta mereka sesuai 


2 Ali al-Marghinani, al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi', (Beirut: al-Maktabah al- 
. Islamiyah, t. th.), Jilid IV, h. 94. 
2 Ibn Gudamah al-Magdisi, al-Mughni, (Beirut dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), Jilid 
IV, h. 303. 


498 Ahkamul Fugaha 


pada harga yang dipilihnya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. 
5. Raudhah al-Thalibin wa "Umdah al-Muftin2 


Pebbnja TA Se anna aa ata EN JA La 
ag AE BANI s2 pn 1s! - J6 ye € O SE 3 3 Bi dg asa € 


HN BELA ES 


— Bagian kedua tentang larangan-larangan yang tidak menimbulkan 
kerusakan ... di antaranya adalah penetapan harga. Han itu haram di 

setiap waktu menurut pendapat al-shahih. Pendapat kedua menyatakan 

penetapan harga itu boleh di saat harga barang sedang mahal, bukan di 

saat sedang murah. Jika penguasa sudah menetapkan harga di saat harga 

sedang mahal, lalu ada yang melanggarnya, maka ia berhak dihukum. 

5. “Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud 


Jabl 285 CN IA 3 Soe IN Jana IP SE AE FI SI Je 
Ap Aa aU pera At AAN Pig 9 pal DIA EA #5 
NA Se Tawa: ah den BA pol Lin as Kaya de 
AAA SA aa gai ad Ale aa ARA 2 G3 
Lelo Ah 4 Hadi MI Ga SEA SS aa aa Jelas 153 
YNA aa 9 IE BE PN LSI Sada 
Ada ed LAS lia Ji, 

Al-'Allamah Abu Thayyib Muhammad Syamsul Hag Abadi dalam 
menjelaskan hadits ini mengatakan: “Hadits itu dan hadits-hadits lain 
yang senada dijadikan dalil bagi keharaman penetapan harga, dan bahwa 
penetapan harga merupakan tindakan zalim. Hal ini mengingat, bahwa 
masyarakat merupakan pihak yang menguasai harta, dan penetapan harga 
merupakan pembatasan kewenangan. Sementara penguasa diperintahkan 
melindungi kemaslahatan umat Islam. Tidaklah pandangannya tentang 


kemaslahatan pembeli dengan memurahkan harga itu lebih utama dari 
pada pandangannya tentang kemaslahatan penjual dengan meninggikan 


4 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, (Beirut: al- 
Maktab al-Islami, t. th.), Jilid III, h. 211. 

25 Muhammad Syamsul Hag Abadi, “Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al- 
Kutub al-Ilmiyah, 1415 H), Jilid DX, h. 230. 
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harga. Ketika terdapat kontradiksi antara dua hal tersebut, maka mereka 
harus diberi kesempatan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk 
kepentingan diri mereka sendiri. Mewajibkan pemilik barang dagangan 
untuk menjualnya dengan harga yang tidak sesuai kehendaknya, itu 
bertentangan dengan firman Allah SWT: “Kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ...” (OS. al-Nisa': 29). 
Pendapat inilah yang dianut Jumhur ulama. 


6. Kasyaf al-(Jina' 'an Matn al-Igna”6 
SY as F5 V Sh JII j3 1554) se Ke (aa GA 22) 

PEN YP NI AE ia 23, JS AN 3 Ae ida 

(Dan al-Syaikh -Ibn Taimiyah- mengharuskan mereka), maksudnya 

para pelaku akad jual beli untuk melakukan (pertukaran dengan tsaman 

al-mitsl -harga standar-, dan sungguh hal itu tidak diperdebatkan, sebab 

merupakan kemaslahatan publik karena hak Allah Ta'ala, dan kemaslahatan 


publik tidak tidak akan sempurna kecuali dengan pertukaran dengan 
harga standar tadi, seperti halnya jihad ... 


7. Tuhfah al-Ahwadzi 'ala Syarh al-Tirmidzi?' 
Jet pa 1 atu sa gu 
Diriwayatkan dari Imam Malik, bahwa penguasa berhak menetapkan 
harga. 
8. “Aridhah al-Ahwadzi h blk 2 Tumna 
JA G3 Gal ra 15 Ol gr yAT IE Ha los Te Hat, 
Yos BEAN In LD ya AAA ena as, Aril 


” 


HA) TRI SA AG SEE Ia sit Je Tts aa 33 
5 as ai 3 ag AN SA At JI JL Jia paling Sei 


s3 


Fika 18 25 Lek beng NAN Ad ai Bt j e2ng 3 A53 Us, 
sites Mg ae Gan 


26 Manshur bin Yunus al-Bahuti, Kasyaf al-Gina' 'an Matn al-Igna', (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), 
Jilid III, h. 187. 

2 Abu al- Ala a-Mubarakfuri, Tuhfah al-Alnuadzi “ada Syarh al-Tirmiti, (Beirut: Dar al-Kutub al- 
'Ilmiyah, t. th.) Jilid IV, h. 452. 

2 Ibn al-'Arabi, Tuhfih a-Ahuadi “aa Syah al-Tirmidzi, (Beirut. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. 
th.) Jilid VI, h. 54. 
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Penetapan harga pada masyarakat itu (boleh) jika dikhawatirkan 
pelaku pasar akan menafsirkan ketaatan kaum muslimin (dengan penafsiran 
yang negatif). Semua ulama berdasarkan zhahir hadits, yaitu tidak 
memperbolehkan penetapan harga pada siapapun. Namun yang benar, 
adalah penetapan harga itu (boleh). Parameternya adalah berdasarkan 
undang-undang yang tidak memuat kezhaliman terhadap pihak-pihak 
yang terkait, dan undang-undang itu tidak diketahui kecuali dengan 
memperhatikan waktu dan fluktuasi situasi dan keadaan masyarakat. 

Apa yang disabdakan Nabi Saw. (yang melarang penetapan harga) 
itu benar dan yang dilakukannya merupakan ketetapan hukum. Namun, 
hal itu berlaku bagi suatu komunitas masyarakat yang beriman teguh 
dan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sedangkan komunitas 
yang bermaksud untuk memangsa sesama anggota masyarakat dan 
mempersulit mereka, maka pintu Allah Swt. sangat luas dan hukumNya 
terus berjalan. 

9. Referensi Lain 
a. Hasyiyah al-Syarwani, Juz VII, h. 17. 
b. Al-Ahkam al-Sulthaniyyah Abi Ya'la. 
c. Nihayah al-Muhtaj, Juz III, h. 473. 


403. Mempekerjakan Wanita pada Malam Hari di Luar 
Rumah 

S. Angkatan kerja wanita mendominasi pekerjaan yang tidak banyak memerlukan 

keahlian. Jumlah mereka juga sangat besar. Di pabrik yang bekerja dengan 

mesin besar dan full time (24 jam), berlaku pembagian sift (giliran) setiap 8 jam, 

termasuk malam hari. Sift malam hari mengundang kerawanan, khususnya bagi 

pekerja wanita. Bagaimana hukumnya mempekerjakan wanita pada malam hari 

di luar rumah? 

J. Hukumnya mempekerjakan wanita pada malam hari di luar rumah, 

hukumnya adalah haram, kecuali: 

1. Aman dari fitnah dan mendapat izin dari suami dan atau wali, 

maka hukumnya boleh. 

2. Diduga terjadi fitnah, maka hukumnya haram dan dosa. 

3. Takut terjadi fitnah, maka hukumnya makruh. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Umdah al-Gari Syarh Shahih al-Bukhari?? 


2 Badruddin al-'Aini, “Umdah al-Gari Syarh Shahih al-Bukhari, (Mesir: al-Muniriyah, t. th.), 
Juz XX, h. 218. 
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- 
& 


Ip nat aa SAB EA gp ABE jd sa 


SEA Ga GAN Us A3 LAI 

Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Umar al-Khaththab, bahwa Nabi 
Saw. bersabda: “Jika istri salah seorang dari kalian meminta izin pergi ke 
mesjid, maka janganlah melarangnya.” (HR. Bukhari). Keserasian hadits ini 
dengan judul bab yang dibuat Imam Bukhari (Bab Permintaan Izin Istri 
kepada Suaminya untuk Pergi ke Masjid dan ke Selainnya), adalah 
wanita tersebut pergi ke masjid, dan perginya ke selain masjid dengan 
digiyaskan padanya. Persyaratan bagi kebolehan pergi mesjid dan luar 
mesjid bagi seorang wanita adalah aman dari fitnah. 
2. Is'ad al-Rafig Syarh Sulam al-Taufig 
GE ba ESA gan ep na ea JSI S2 3 2 BS 
SAE PUS AS AE POSE ag SA PUS Gis SA all oi GS) 

Dalam kitab al-Zawajir Ion Hajar al-Haitami berkata: “Sesuai dengan 
kejelasan hadits-hadits ini, maka (keluarnya wanita dari rumah) termasuk 
dosa besar. Agar pernyataan ini sesuai dengan kaidah-kaidah kita (madzhab 
Syafi'i), maka harus dipahami dalam keadaan jika memang benar-benar 
akan terjadi fitnah. Sementara jika hanya sekedar terdapat kekhawatiran 
terjadinya fitnah, maka hukumnya makruh. Sedangkan jika disertai 
dengan dugaan kuat adanya fitnah, maka hukumnya haram, namun 
bukan dosa besar. 


3. Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab?1 
BEN SE RELA IE BG Km Pele 5 
Pad ra BIN SS TS 3 EA BIS SN (Ihibs 12535 A53) 
C3 EN NBA RAI SN Ap oil Ah GE 3 SESI 
(Se GR en 2523 Wal 03) C4 IS 3 Ae A3 AA 
SE JI ami S3 JIN AE J3 RELA 
30 Muhammad Salim Bafadhal, Is'ad al-Rafig Syarh Sulam al-Taufig, (Surabaya: al-Hidayah, t. 

th), Juz VI, h. 125. 


31 Zakaria al-Anshari dan Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Fath al-Wahhab dan Futuhat al- 
Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid I, h. 416-417. 
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Dimakruhkan wanita datang ke mesjid berjamaah dengan laki-laki, 
jika wanita tersebut mempesona karena khawatir timbulnya fitnah. 

(Pernyataan Syaikh Zakaria al-Anshari: “Dimakruhkan wanita datang.”) 
maksudnya, makruh tahrim jika si suami tidak mengizinkan. Demikian 
menurut al-Halabi ... Haram bagi wanita tanpa izin wali, suami, tuan 
atau keduanya bagi budak wanita yang sudah bersuami, dan dalam 
keadaan khawatir timbulnya fitnah dari atau yang membahayakannya. 

(Pernyataan beliau: “Dimakruhkan wanita datang.”), maksudnya 
datang ke mesjid tempat berjamaah walaupun tidak ada laki-laki di sana. 
Penyebutan mesjid dan kaum laki-laki hanya berdasar kebiasaan saja. 
4. Fath al-Mu in dan Panah al-Thalibin3? 


Ae 2 Sh oma SSI JI ne AS MSN EA B3 
JG GIS 03 MAN HAN LE Gl cet sai G5) 


Dan di antaranya, jika keluarnya itu untuk mencari nafkah dengan 
berdagang, meminta atau bekerja ketika suami melarat -tidak mampu 
memberi nafkah-. 

(Pernyataan Syaikh Zainuddin al-Malibari: “Dan di antaranya.”) 
maksudnya adalah dari beberapa hal yang memperbolehkan wanita 

keluar rumah ... (Dan pernyataan beliau: “Atau meminta.”) maksudnya 
adalah meminta nafkah, maksudnya mencari nafkah dengan cara mencari 
sedekah. 
5. Al-Muwafagat fi Ushul al-Ahkam33 


SA Ab Ga AN TAG ama AA Ah Gapapa 


—. 


Se Gn s3 Ifa Kai pl ye LAN A5 


JA ka G3 Ken Ipa SAN SG SI Pt 

Sungguh zhan (dugaan kuat) tentang mafsadah dan bahaya tidak bisa 
diposisikan sebagai mafsadah dan bahaya tersebut. Sebab, hukum asal 
adalah diperbolehkan mengupayakan kebaikan dan menolek bahaya, 
serta tanpa memandang konsekuensi eksternal (kharijiyah). Kecuali 
ketika suatu maslahat menyebabkan mafsadah dari sisi hilah (rekayasa) 


32 Zainuddin al-Malibari dan Muhammad Syaththa al-Dimyathi, Fath al-Mu'in dan 
Tanah al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, tth), Jilid II, h. 73-74. 

38 Abu Ishag al-Syatibi, al-Muwafagat fi Ushul al-Ahkam, (Kairo: al-Madani, tth.), Juz II, 
h. 265. 
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atau dari sisi tolong-menolong, maka maslahat tersebut dicegah (tidak 
diperbolehkan) dari kedua sisi ini, bukan dari hukum asalnya. 
6. Referensi Lain | 

a. Tuhfah al-Muhtaj, Juz Il, h. 252. 

b. Nihayah al-Muhtaj, Juz II, h. 140 

c. Al-Fatawa al-Fighiyah al-Kubra, Juz 1, h. 203. 


404. Akad TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) 


S. Menurut Inpres 9/75 berlaku sistem TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi). Pemilik 

tanah memperoleh uang tunggu, sedangkan bagi hasil dikeluarkan setelah 

penetapan rendemen. Tapi, pada kenyataannya proses penetapan rendemen 
tersebut dilakukan secara sepihak, yakni oleh pemilik pabrik gula, sementara 
petani sendiri seringkali dirugikan. 

a. Bagaimana hukum akad TRI? 

b. Sahkah penetapam bagi hasil dengan cara tersebut? 

J.1. Hukum akad TRI ada yang fasidah sesuai dengan keputusan 
Muktamar ke-28, masalah soal nomor 390, di samping itu dalam 
pelaksanaannya di lapangan terjadi ikrah (pemaksaan) terhadap 
peserta TRI. | 
Tetapi juga ada yang tidak fasidah, yaitu petani hutang modal ke 
bank atau pihak lain, kemudian tebunya digilingkan ke pabrik 
gula tersebut dengan akad ijarah, menurut kebanyakan Hanabilah 
dan satu gaul dari Hanafiyah. Namun pendapat tersebut 
dinyatakan dha'if oleh Ibn Oudamah. Dengan catatan harus ada 
lembaga yang membantu petani untuk mengontrol penetapan 
rendement, penimbangan dan lain-lain, guna menghilangkan 
"unsur gharar. 

2. Penetapan bagi hasil dengan cara tersebut hukumnya sah sesuai 
dengan jawaban di atas. 


Catatan: Tentang hukumnya Oardh tafsil seperti dalam Ahkamul Fugaha. 


PRAKTEK PENYELENGGARAAN TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI 
Program Penyelenggaraan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) melalui proses: 
1. Langkah pertama adalah membentuk kelompok. Prosesnya beberapa 
petani yang lokasi tanahnya mendapat giliran untuk ditanami tebu, 
berkumpul untuk bersepakat membentuk kelompok, yang strukturnya 
ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Ketua kelompok berfungsi 
untuk mewakili anggota kelompoknya dalam segala urusan yang 
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berkaitan dengan pihak luar. 

2. Langkah berikutnya adalah mengurus izin penanaman kepada 
instansi yang terkait, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua kelompok. 

3. Setelah mendapat izin, Ketua kelompok dapat mengajukan kredit 
pembiayaan tanaman dan biaya hidup, yang telah diatur melalui SK 
Bupati kepada KUD, yang pembayarannya setelah selesai penebangan. 

4. Hasil gula petani digiling di pabrik gula yang telah ditentukan. 
Pabrik gula dalam hal ini berfungsi menjual jasa penggilingan 
kepada petani, yang bagi hasilnya: pabrik gula kurang lebih 38 
Yo, sedang petani jasa lebih 62 Yo (ada kemungkinan menurut 
rendemen). 

5. Hasil gula petani yang 98 Yo dijual kepada DOLOG dengan harga 
yang ditentukan. Sedang 2 #6 dapat diambil dalam bentuk natura. 

6. Penjualan gula petani kepada DOLOG diwakili dan dikoordinir 
oleh KUD, kemudian uang diserahkan kepada masing-masing 
kelompok (diwakili oleh ketuanya) setelah memenuhi kewajiban 
kelompok, antara lain membayar hutang, membayar biaya tebang 
dan lain-lain. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Anwar li A'mal al-Abrar4 


2 #9. ot 1.3 .£ 203, 
dea Sh AJA H4 de LISA 5! S3 Y ol 5 BAPER 
MAY IL la Jas udh Ia pa SAI lea ti 
ai) IA Upin s3 JUN BE fasa An AA 3 SIM Ga it km 


Alka 52 M3 Kant bw Bai 

Disyaratkan bagi upah itu bukan merupakan sesuatu yang dihasilkan 
oleh pekerjaan yang dilakukan buruh. Jika seandainya menyewa tukang 
jagal untuk menguliti kambing dengan upah kulitnya, atau tukang 
giling roti untuk menggiling gandum dengan upah sepertiga atau satu 
sha' (2,751 kg) tepung yang digilingnya, atau wanita tukang menyusui 
dengan upah sebagian dari budak yang menyusui padanya setelah masa 
sapih, atau pemetik buah-buahan dengan upah sebagian dari buah yang 
dipetiknya, atau untuk menenun pakaian dengan upah separuh dari 
pakaian tersebut, maka semua persewaan itu fasid dan buruh berhak 


4 Yusuf al-Ardabili, al-Anwar li A'mal al-Abrar, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.) Jilid 
1 h. 590. | : 
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mendapatkan upah standar. 
2. Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil? 


KL KA 5 89... 2G 03 24 Dan Pang LAGI MAA Aa Ui 
BA WAS Jaa Ae GAN AN Ar GUS Ha Jaa GS) Kana BR 

Bga92 Kyo mes LAN Tea Kg Naa et or 
TEA NI 3 MN je BEN IA Bb Ge aa Il Ale 


Kane Ha (si sex ea N ena an 3 se 
SS GA PANAS Kan 03 EP REI Ha 3 


SA al IG IKA BSE AR ALS USA 
| Yr EA IG 
Sesungguhnya ijarah itu rusak jika penyuruh menjadikan bagian baju 
yang ditenunnya itu sebagai upah menenun, karena tidak diketahui 
(ukurannya). Begitu pula tidak boleh mengupah dengan sebagian kulit 
dari binatang yang dikulitinya. Pada kitab al-Ju'l wa al-Ijarah dalam kitab 
al-Mudawnah Imam Malik berkata: “Dan kamu tidak boleh menyewa 
seseorang untuk menyamak kulit hewan, pekerjaannya, atau menenun 
pakaian dengan upah separuhnya jika sudah selesai, karena ia tidak 
mengetahui bagaimana (berapa) hasilnya. Karena yang tidak diperbolehkan 
adalah menyewanya dengan upah tersebut. Sampai di sini perkataan 
beliau. Maka ini adalah upah yang tidak diketahui. Nabi Saw. bersabda: 
“Barangsiapa yang menyewa buruh, maka ia beritahukanlah dia upahnya.” 


3. Badai' al-Shanai fi Tartib al-Syarai'6 | 


IL SKA padi ya Seakan pa Ha IYA sk Ga gala ia 


SE Ip in TA Ip KE Ga DIN ih Ya gala UEA Jah dai 
Jika seseorang menyewa orang lain untuk menggiling satu gafiz 
(427,817 kg) gandum untuk dijadikan roti dengan upah seperempat dari 
tepungnya, atau untuk memeras satu gafiz simsim dengan upah sebagian 
dari minyaknya, maka hal ini tidak boleh. Karena si buruh mendapat 
untung dengan pekerjaannya berupa penggilingan dan pemerasan itu. 
Berarti ia bekerja untuk dirinya sendiri ... sebagian ulama kita (madzhab 
Hanafiyah) di kota Balkha, yaitu Muhammad bin Salamah dan Nashr 
bin Yahya memperbolehkan ijarah semacam ini. 


35 Yon Abdurrahman al-Maghribi, Mawahib al-Jalil f Syarh Mukhtashar Khalil, (Beirut: Dar 
al-Nasyr, 1398 H), Jilid V, h. 390-399. 

3 Mahmud bin Ahmad al-Kasani, Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syarai', (Beirut: Dar al- 
Kutub al-'Arabiyah, t. th), Jilid IV, h. 192. | 
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4 Al-Mughni7 
KAN IP Kena AE Lana Ga GE Un GUA IA BE IE Lah 


aa Ip P5 MABA YSS RI Ia 3 Sa 
Woman ie Ia BEN BNI ja FA LS AN AS Gl does j5 Hell, 


PE pa EL el ES ii IE Usa BN 


Bagian ketiga adalah menyewakan lahan tanah dengan sebagian hasilnya 
secara menyeluruh yang belum ditentukan, seperti setengah dan sepertiga, 
maka menurut pendapat al-manshush (yang dijelaskan) dari Imam Ahmad 
hal ini boleh Pendapat itu adalah pendapat mayoritas Ashhab Hanabilah. 
Sementara Abu al-Khaththab memilih bahwa jjarah itu tidak sah. Pendapat 
itu juga menjadi pendapat Imam Abu Hanifah dan Syafi'i. Pendapat ini 
merupakan yang shahih insyaallah seperti hadits-hadits tadi yang melarang 
tanpa ada penentangnya. Sebab, ijarah tersebut adalah ijarah dengan 
upah yang tidak jelas, maka tidak sah. Seperti menyewakannya dengan 
upah sepertiga dari hasil tanah yang lain. 

Adapun pendapat Imam Ahmad yang memperbolehkannya itu, maka 
harus dipahami untuk kasus muzara'ah (menyerahkan lahan kepada 
orang yang menanaminya dengan hasil dibagi kedua pihak) dengan 
lafal ijarah. Karenanya, maka hukumnya adalah hukum muzara'ah. 

5. Referensi Lain 

a. Kasyfal-Oina', Juz III, h. 525. 

b. Al-Mudawwanah al-Kubra, Juz III, h. 390. 

c. Jawahir al-Iklil, Juz IT, h. 185. 

d. Al-Hidayah, Juz III, h. 271. 

e. Raudlah al-Thalibin, Juz IV, 251. 

Ff. Nihayah al-Muhtaj, Juz V, h. 268. 


405. Menggusur Tanah Rakyat untuk 
Kepentingan Umum 
S. Pembangunan ternyata banyak menimbulkan ekses. Di antaranya yang 
cukup serius dan merugikan kepentingan rakyat, adalah penggusuran tanah 


3 Abdullah bin Ahmad al-Maggdisi, al-Mughni, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. 
th), Juz V, h. 249. 
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untuk kepentingan pembangunan. Dalih penggusuran tersebut biasanya 

untuk kepentingan umum. Tetapi, tak jarang diktum kepentingan umum 

itu adalah selubung saja untuk menutupi kepentingan beberapa oknum 

tertentu. Hal ini diperparah lagi oleh kenyataan bahwa ganti rugi penggusuran 

biasanya tidak sesuai dengan yang dikehendaki rakyat. 

a. Bagaimana hukum menggusur tanah rakyat untuk kepentingan umum? 

b. Bagaimana cara terbaik untuk menentukan ganti rugi penggusuran menurut figh? 

J-a. Hukum penggusuran tanah oleh pemerintah demi kepentingan umum 
(al-muslahah al-'ammah) boleh, dengan syarat betul-betul pemanfaatannya 
oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang dibenarkan oleh syara” 
dan dengan ganti rugi yang memadai. 

b.Cara yang terbaik dalam menentukan ganti rugi penggusuran tanah 

menurut figh ditempuh melalui musyawarah atas dasar keadilan 
dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Ahkam al-Sulthaniyah? 


A3 ABI 228 1933 CAR Io 5 ol FE KANE RAT 


Sana G3 NI Ae Hasi Isi Jom Or dapa Jb fan 
KS ada 2 bp SAN Ii LE Ha Tin me S3 
G3 J5 PEN AE AAN Ke IS smniali laa A5 33 Jl Ik 
WEI JS Kie Kn NAS WA Hg 3 Ari Ia sah bentan 


Aa La 3 TING AAA mn Jas AAS Lia “£ ig al Pte 
Hk Sab at AE gp dl K5 Ly KK Aa 


Ketika Umar r.a diangkat sebagai Khalifah dan jumlah penduduk 
semakin banyak, ia perluas mesjid Nabawi dengan membeli rumah dan 
dirobohkannya. Lalu ia menambah perluasannya dengan merobohkan 
(bangunan) penduduk sekitar mesjid yang enggan menjualnya. Beliau 
lalu memberi harga tertentu sehingga mereka mau menerimanya. Beliau 
membangun dinding yang pendek kurang dari tinggi manusia, dan 
memasang lampu-lampu di atasnya. Beliau adalah orang yang pertama 
kali membuat dinding untuk mesjid. 


38 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Mesir: Musthafa al-halabi, 1966), Cet. 2, h. 162. 
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Ketika Utsman r.a. diangkat sebagai khalifah, ia lalu membeli rumah- 
rumah (untuk perluasan mesjid Nabawi). Beliau mengambil rumah- 
rumah penduduk dan menetapkan harganya. Mereka lalu berdemo di 
kediamannya. Beliau lalu berkata: “Sungguh kesabarankulah yang membuat 
kalian berani terhadapku, sungguh hal ini pernah dilakukan Umar terhadap 
kalian, dan kalian menyetujuinya”. Lalu beliau memerintah memenjarakan 
mereka, sampai Abdullah bin Khalid bin Asad berbicara kepadanya, dan 
ia melepas mereka kembali. 


2. Ourrah al-'Ain bi Fatawa "Ulama al-Haramair”” 


30. 3035 35 


SIA S6 UNA 3 Ii daan saka Jl HE alah Amil GAS 1) 
FAN AG Da da MIS AA Lema Op ema Ina) ml 


SP Ka Si Tap J3 JNE Uas ab yh GA wal 


3 


JAN AA SU UB van Ie BEI Gn kai Lah kian GAN 

Ola ab 9G ab BE LSI OB Ga HS J3 Ate TE Ga 

knii fi VE Gama GAN Gas BO IL ops Bb IE 
2 ar .A a. P 23 2. 05 “8 

AE 3G Sea ON YAI GB 3 PAN NE Gal Hal 

Bila mesjid sudah sempit tidak muat lagi dan membutuhkan perluasan, 
sedangkan di sampingnya terdapat tanah wakaf atau milik seseorang, 
maka boleh menjual tanah wakaf itu untuk perluasan mesjid tersebut 
walaupun pemilik wakaf atau tanah tersebut menentangnya. Menurut 
pendapat masyhur, boleh memaksa penjualan dan kemudian membeli 
tanah lain dengan hasil penjualan tanah wakaf itu. Sama dengan perluasan 
mesjid adalah perluasan jalan dan kuburan bagi umat Islam. 

Adapun memperluas sebagian dari ketiganya (mesjid, jalan dan kuburan 
umum) dengan sebagian lainnya, maka dalam kitab « x, sungguh diambil 
kesimpulan hukum boleh dari ungkapan al-Syarih pada ungkapan al- 
mushannif. “Dan syarat pihak yang mewakafkan itu harus diikuti, bila 
syarat tersebut boleh.”, yaitu ucapan beliau: “Sungguh wakaf yang 
menjadi hak milik Allah, maka sebagiannya boleh digunakan untuk 
menolong sebagian yang lain.” Hanya saja di sebagian Syarh terdapat 
kejelasan, bahwa mesjid tidak boleh dirobohkan untuk perluasan jalan. 
Berbeda mengubur jenazah di mesjid karena sempitnya kuburan. Sebab 


Ca 


339 Muhammad Ali al-Maliki, Ourrah al-'Ain bi Fatawa "Ulama al-Haramam, (Mesir: al- 
Tijariyah al-Kubra, 1937), h. 259. 
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mesjid tetap eksis pada kondisinya. 
3. Hasyiyah "Ali Syibramallisi 'ala Nihayah al-Muhtaj9 


SARI DEPAN Hah ELAN a au Ga RS Erin pi A2 JBAN 33 5, 
mg akmubana HN Gak Jas Be US Ja 3 
Aa Le SAP GIA EN S5 NA Gal ta TN Kai 
bean ai Inna en oi PL Maa Sati Ian ada C6 


KN BA gan r Jaa JUS A5 Ira Ka | 


Ada pertanyaan tentang kasus yang sering terjadi di kota kami, tentang 
orang-orang pemerintahan yang menyerukan pemotongan beberapa ruas 
jalan dengan ukuran tertentu: “Apakah hal itu boleh? Apakah termasuk 
perkara yang menghasilkan kemaslahatan umum umat Islam, maka 
wajib bagi penguasa, lalu orang-orang kaya muslim atau tidak?” 

Jawabannya adalah: “Yang jelas hal itu boleh, bahkan wajib bagi 
penguasa sekira menghasilkan kemaslahatan. Yang jelas kewajiban itu 
dibebankan bagi penguasa, dan ia wajib membayar biayanya dari bait al- 
mal. Bila hal itu tidak mudah dilakukan karena kezaliman pegawainya, 
maka biaya itu dibebankan pada orang-orang kaya muslim. 

4. Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil#1 

Ana seb hay a : ia Sengon Ponghgke hg 

S3 Y sap: PA aga PIN. Ae pen Opa ak 3 

2Abuna Karung Haa Jan Neo PUN AN Gg 
GAJI Ilantk Ar PLN sa Pa AN SE SI AE) UU Ir HE 

Sungguh yang termasuk pemaksaan syar'i adalah Nan Baya 
seseorang yang punya rumah bergandengan dengan mesjid dan dibutuhkan 
untuk perluasannya, agar menjual rumahnya untuk keperluan perluasan 


mesjid. Begitu pula orang yang memiliki tanah bergandengan dengan 
jalan umum. Ibn Rusyd berfatwa dengan hukum itu, dan berhujjah 


10 Ahmad bin Oasim al-Abbadi, Hawasyi Ibn Gasim al-'Abbadi pada Hawasyai al-Syirwani 
wa al-'Abbadi, (Beirut: dar Ihya a-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz VI, h. 216. 

4 Ibn Abdurrahman al-Maghribi, Mawahib al-Jalil ff Syarh Mukhtashar Khalil, (Beirut: Dar 
al-Nasyr, 1398 H), Jilid V, h. 390-399. 
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atas fatwanya dengan (i) pendapat Sahnun: “Orang yang memiliki tanah 
bergandengan dengan jalan yang dihantam sungai dan masyarakat 
tidak mempunyai jalan selain tanah itu, maka si pemiliknya dipaksa 
untuk menjual jalan yang berada ditanahnya itu demi kepentingan 
masyarakat, dengan harga yang dibayarkan penguasa dari bait al-mal, 
(ii) dengan tindakan Utsman Ra. Yang memperluas Masjid Nabawi, 
dan (iii) dengan pendapat Imam malik dan selainnya, yaitu ketika 
harga makanan mahal, dan sangat dibutuhkan, maka penguasa harus 
memerintahkan pemiliknya untuk menjualnya ke pasar. 


5. Al-Muwafagat fi Ushul al-Ahkam?2 
HN 13 JSI RESI yisbi Ie HEM SI Gl 2 & 
Sa PAN GK En 3 
sesungguhnya kepentingan umum itu didahulukan di atas kepentingan 
khusus, berdasarkan dalil pelarangan pembelian barang sebelum sampai 
pasar, penjualan barang orang kota ke orang pedalaman (yang buta harga) 
dan kesepakatan ulama salaf terhadap jaminan yang harus ditanggung 
oleh tukang (jika terjadi kerusakan) besertaan hukum dasar bagi mereka 
adalah amanah. ... sekiranya yang khusus itu tidak mengalami bahaya. 
6. Hasyiyah al-Dasugi 'ala al-Syarh al-Kabir 
me Aa ES NA EYE oa ea EU 
Hama GAN 
Adapun jika dipaksa untuk menjual dengan pemaksaan yang halal, 
maka penjualannya sah sebagaimana pemaksaan menjual tanah untuk 
perluasan mesjid, jalan umum atau kuburan. 
7. Al-Dur al-Mukhtar& 
TA NURT, 


(633 aral AE TES sea LA) SPI (PAS) 


Boleh mengambil tanah, rumah atau toko yang berada di samping 
mesjid yang sempit bagi jamaah dengan ganti rugi harga secara paksa. 


2 Abu Ishag al-Syatibi, al-Muwafagat fi Ushul al-Ahkam, (Kairo: al-Madani, 1969), Juz IU, h. 257. 

2 Ibn 'Irfah al-Dasugi, Hasyiyah al-Dasugi “ala al-Syarh al-Kabir, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1969), Jilid III, h. 6. 

4 Muhammad bin Ali al-Hashkafi, al-Dur al-Mukhtar pada Rad al-Muhtar, (Beirut: Dar 
al-Fikr, 1386 H), Jilid IV, h. 379. 
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7. Madkhal al-Figh al-' Amm' 
BI SENI 2 AN el 33 A53 KAI ea 33 INSAN GBU, 
wal Jon SS Apat3 32 at GI Nge EU FS sm AN 


d " AS 23 1S & » Jall tap J3 SI Jaa Be & va ih 
SI BEAN AS IS G3 IL EN GA GTA UG al 
ISA Kis amel Ai gpega ga 221 
Contoh kedua adalah pengambilan hak milik demi kepentingan umum. 
Agama Islam memperbolehkan pengambilan hak milik tanah yang 
berdampingan dengan mesjid secara paksa jika si pemilik enggan 
menjualnya. Sementara mesjid sudah sempit bagi para jamaahnya dan 
mereka membutuhkannya. Seperti halnya para ulama memperbolehkan 
kasus semacam itu untuk perluasan jalan umum ketika masyarakat 
sangat membutuhkannya, dengan memberikan (ganti rugi) harga yang 
sepadan dengan harga tanah yang diambil hak miliknya. Bahkan para 
fugaha juga telah menjelaskan, bahwa boleh mengambil satu sisi dari 
mesjid untuk keperluan perluasan jalan umum ketika dibutuhkan. 


406. Mencemarkan Lingkungan 


5. Industrialisasi yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, ternyata 
membawa ekses yang cukup serius, dan dampaknya juga merugikan kepentingan 
rakyat banyak, yakni biasanya hanya mengejar keuntungan sendiri, serta 
melupakan kewajiban untuk menangani dampak limbah yang ditimbulkan oleh 
pabrik. 
a. Bagaimana hukum mencemarkan lingkungan? 
b. Bagaimana konsep Islam dalam menangani ekses pencemaran lingkungan? 
J. a. Hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, 
apabila menimbulkan dharar, maka hukumnya haram dan termasuk 
perbuatan kriminal (jinayat). 
. b. Konsepsi Islam dalam menangani ekses pencemaran lingkungan 
adalah: , 
1. Apabila ada kerusakan, maka wajib diganti oleh pencemar. 
2. Memberikan hukuman yang menjerakan (terhadap pencemar) 


45 Musthafa Ahmad al-Zarga, al-Madkhal al-Fighi al-“Amm, (Damaskus: Alif Ba al-Adib, 
1968H), Jilid I, h. 248. 
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yang pelaksanaannya dengan amar ma'ruf nahi munkar sesuai 
dengan tingkatannya. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Tafsir al-Kabir/Mafatih al-Ghaib#6 


V5 A3 (ON ASLI) WS SAS ANT 3 Pak Yg" JIE AJE 
Se BRA IE) da AG seh ILY 0 IE 3 A3 


- .. 


Ap 


Ang TE Gila FAO SI es BIAN Ge SI je MI ag RS 


1 


“ 
2 


SAK ea aa gia le) AE 
Allah Swt. berfirman: “Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka 
bumi, sesudah (Allah Swt.) memperbaikinya ...” (OS. Al-A'raf: 56). Firman 
Allah Swt. “Dan janganlah kalian membuat kerusakan.” adalah larangan 
membuat kerusakan apapun dalam barang yang wujud, dan larangan 
dalam barang yang wujud berarti larangan pula dalam segala macam 
dan jenisnya. Sehingga larangan tersebut mencakup larangan membuat 
kerusakan pada lima perkara ini (jiwa, harta, nasab, agama dan akal). 
Sedangkan firman Allah Swt.: “(Sesudah (Allah Swt.) memperbaikinya.” 
bisa berarti yang dimaksud adalah setelah Allah Swt. membuat baik 
bentuk semulanya pada bentuk yang cocok bagi kepentingan makhluk 
dan sesuai dengan kemaslahatan para mukallaf. 


2. Al-Jami' Ii Ahkam al-Our'an? 

SI aka bian BA Ata AN Aa sd Ik Yg" Jis da Je 

Be Ai KS oa dua Kane dun sai 

SA LAN AKA V3 SE AA 938 YA BESI JG JII ja ra 
Dalam firman Allah Swt.: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di 

muka bumi, sesudah (Allah Swt.) memperbaikinya ...” (OS. Al-A'raf: 56) di 

dalamnya terdapat satu permasalahan, yaitu bahwa Allah Swt. telah 


melarang semua tindakan pengrusakan, sedikit ataupun banyak setelah 
perbaikan, sedikit atau banyak. Menurut pendapat yang sahih, larangan 


46 Muhammad al-Razi, al-Tafsir al-Kabir/ Mafatih al-Ghaib, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 
Juz XIV, h. 139. 

47 Muhammad bin Abi Bakar al-Ourthubi, al-Jami' li Ahkam al-Jur'an, (Kairo: Dar al- 
Kutub al- Arabi, 1967), Jilid VI, h. 226. 
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itu berlaku secara umum. Sementara menurut al-Dhahhak artinya yaitu: 
“Janganlah kalian mencemari air tertentu, dan janganlah memotong pohon 
yang berbuah.” 


3. Al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah 
jani SE oa EA JSI eh Tea 15 
AA BE 22 MP Brg DE nia lal 


Ungkapan Ia dharara wala dhirara, maksudnya adalah secara umum 
tidak berdosa melakukan tinadkan yang merugikan bagi seseorang atas 
sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, baik berupa hak milik atau 
manfaat, dan siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan 
saudaranya sesama muslim. 


4. Tabyin PPA ig Syarh Kanz al- -Daga'ig? 

KAA hea NEO NE Ke na sa Ja 215 B3 As sg: 

KESAN Gran HA ma Oon arit Ha US NE 3 Spa oEtu 
seba EN Uuse2 US Pisa Ss S3 dh 


Dan bila seseorang ingin membangun dapur api di rumahnya untuk 
selalu membuat roti seperti yang ada di toko-toko, atau penggilingan 
untuk menggiling tepung, atau penumbuk untuk tukang setrika, maka 
hal itu tidak boleh karena mengganggu para tetangga dengan gangguan 
jelas yang tidak dapat dihindari. Sedangkan menurut giyas, hal tersebut 
semestinya boleh, sebab merupakan pemberdayaan pada harta miliknya 
sendiri. Namun hal tersebut harus ditinggalkan berdasar pada istihsan 
demi kepentingan (umum). 


5. Al-Kharraj:” 
Ol 28 ak 5 Sp Il G3 3 2 fan KA mang 2. 


Pengenaan Bas 2.1, ar 0.7 
Tidak halal bagi orang muslim sengaja ag tanah) milik orang 
muslim lainnya ataupun milik kafir dzimmi dengan maksud ingin 
menenggelamkan sawahnya dan dengan tujuan untuk menimbulkan 


4 Abdullah bin Sulaiman, al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah pada al- 
Asybah wa-al-Nadzair, (Indonesia: dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), h. 114. 

4 Utsmanbin Ali al-Zaila'i, Tabyin Hagaig  Syarh Kanz al-Daga'ig, (Pakistan: Maktabah 
Imdadiyah, t th), Jilid III, h. 196. 

50 Abu Yusuf, al-Kharraj, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), h. 99. 


514 Ahkamul Fugaha 


kerusakan padanya. Sungguh Rasul Saw. telah melarang tindakan yang 
merugikan orang lain. Sungguh beliau bersabda: “Terlaknat orang yang 
membahayakan seorang muslim ataupun selainnya.” 


6. Al-Ahkam sia 


ES RN 93 5 
Apa bila seseorang membangun penggilingan atau mempekerjakan 
tukang pandai besi dan tukang setrika di rumahnya (sehingga mengganggu 
tetangga), maka hal itu tidak dilarang. 
7. Majma' al-Dhamanat22 


HE BI JIE EA las GIE 3 sei tas G4 Ai sei 


JI Bs JA is las 53 IR asa Yaa Ian da 
JP ia 353 J3 WS AA et 05 gE Sa 
F GRAN SKS S6 AAN AE Jl kail S5 ja JAN KI kahb His 


KA Ea ya dekan ar sana sah 


Jika seseorang ingin membakar panenan (jerami) di tanahnya, lalu ia 
menyalakan api dan kemudian menjalar ke tanah tetangganya sehingga 
membakar tanamannya, maka ia tidak harus bertanggungjawab. Kecuali 
ia mengetahui, bila ia membakar sawahnya maka api akan menjalar ke 
tanaman tetangganya. Sebab, jika ia sudah mengetahui maka berarti ia 
sengaja membakar tanaman orang lain. ... Begitu pula seseorang yang 
memiliki tanaman kapas di tanahnya dan tanah orang lain bergandengan 
dengannya. Lalu orang lain itu menyalakan api dari sisi tanahnya sendiri 
dan menjalar ke bagian kapas, maka ganti rugi kapas adalah kewajiban 
bagi orang yang menyalakan api. Sebab ketika ia sudah mengetahui 
bahwa apinya akan menjalar ke kapas itu, berarti ia sengaja membakarnya. 
8. Mirgah Su'ud al-Tashdig Syarh Sulam al-T. Ka 
BI AKG II R3 AL Ga hal, Sg GE JAN Plan 3 
AI ah ANU Jap 35 Ga AA Vale Slash ya PE 3 Aa s6 
51 Abu Ya'la al-Farra', al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Surabaya: Ahmad Nabhan, 1974), h. 301-302. 
s2 Ghanim bin Muhammad al-Baghawi, Majma' al-Dhamanat, (Beirut: Dar al-Kitab al- 

Islami, th), h. 390. 


53 Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, Mirgah Su'ud al-Tashdig Syarh Sulam al- 
Taufig (Indonesia: CV. Karya Insan, t. th.), h. 79. 
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BIUS Gap 8 
Dan di antara maksiat badan adalah durhaka terhadap orang tua, 
melarikan diri dari medan pertempuran, memutus tali persaudaraan, 
dan mengganggu tetangga dengan gangguan yang nyata walaupun orang 
non muslim yang berhak memperoleh keamanan, seperti non muslim 
musata'man dan mu'ahad, berdasarkan sabda Nabi Saw.: “Barangsiapa 
yang beriman kepada Allah Swt. dan hari akhir, maka janganlah mengganggu 
tetangganya.” Begitu penuturan al-Ramli. 
9. Na aa al-Dins4 
03 0- Isi, 21.. 


2 ng Arang Ea MEN PAN 


SPA Gp PA SPA Tip Kets Ts ME SA aa AG) 

“Dan kendakah ada di antara kamu dacotan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar: 
merekalah orang yang beruntung.” (OS. Ali Imran: 104). Dalam ayat ini 
terdapat perintah wajib. ... Dalam ayat itu terdapat penjelasan pula 
bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan fardhu kifayah bukan 
fardhu 'ain, dan ketika ada sekelompok umat yang melakukannya, maka 
gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Sebab Allah Swt. tidak berfirman: 
“Dan jadilah kalian semua sebagai orang yang menyuruh perkara baik.” 
10. Referensi Lain 

a. Hasyiyah al-Jamal, Juz V, h. 196. 

b. Tafsir Ibn Katsir, Juz II, 222. 1) 


4 Abu Hamid al-Ghazali, Ihya' “Ulum al-Din, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid INI, h. 131-132. 
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